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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis pada BAB 

sebelumnya, Adapun kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut: 

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Proses 

Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA 

yaitu pendaftaran perkara online, pembayaran panjar biaya online, 

pemanggilan elektronik, persidangan tahap upaya damai dan mediasi, 

selanjutnya persidangan akan dilakukan secara elektronik dengan agenda 

jawaban, replik duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan. 

Adapun dalam menyelesaikan proses kasus perceraian di Pengadilan sudah 

efektif, meskipun masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala 

dalam implementasinya. Beberapa faktor yang dimaksud adalah karena 

masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tata cara 

persidangan secara elektronik, ketidakoptimalan sistem aplikasi e-court, 

faktor penegakkan hukum, dan keterbatasan kompetensi sumber daya 

manusia.   

2. Adapun tinjauan maqashid syari‟ah terkait implementasi PERMA Nomor 

7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan 

Agama Bengkulu Kelas IA yaitu e-litigasi termasuk dalam bentuk 

penjagaan agama (hifdz al-din), penjagaan jiwa (hifdz al-nafs), dan 
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penjagaan harta (hifdz al-mal), sedangkan untuk tingkat kebutuhan dan 

skala prioritasnya termasuk dalam kategori hajiyyah yaitu kebutuhan 

untuk meringankan (sekunder) bukan kebutuhan pokok/wajib (primer). 

Sebab dengan menggunakan sistem persidangan secara elektronik para 

pihak lebih diberikan kemudahan dalam proses persidangan perkara baik 

dari segi tenaga, waktu dan biaya sehingga dapat meminimalisir dampak 

pada aspek penjagaan agama, penjagaan jiwa, dan penjagaan harta. 

B. Saran 

Sesuai dengan pembahasan yang dijelaskan dalam tesis ini, maka 

penulis memberikan beberapa saran kepada pihak yang bersangkutan seperti 

kepada para penegak hukum dan masyarakat, diantaranya: 

1. Sebaiknya kepada aparat penegak hukum khususnya Mahkamah Agung 

beserta pengadilan yang berada di bawah naungannya yang berperan 

dalam mengimplementasikan dan melaksanakan Peraturan Mahkamah 

Agung ini agar senantiasa memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai 

persidangan secara elektronik kepada masyarakat agar implementasi 

Peraturan Mahkamah Agung ini dapat terlaksana dengan optimal, serta 

melakukan perbaikan terhadap kinerja sistem yang digunakan dalam 

proses persidangan secara elektronik. 

2. Bagi masyarakat sendiri agar lebih berperan aktif dalam membuka dan 

menerima perubahan-perubahan regulasi yang terjadi di lingkungan 

Pengadilan Agama. Sehingga manfaat dari sistem e-court dapat dirasakan 

bersama.
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